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ABSTRACT 

 

This research was conducted to study on marketing distribution and analyze cost of rubber production 

in South Kalimantan Province. The research focused to farmers in Balangan Regency. 

Research showed that the marketing distribution of rubber from farmers to factories went through several 

stages. The rubber is sold by farmers to small collectors, small collectors sell to large collectors, large collectors 

sell rubber to the factory. Farmers have not calculated the cost of production of rubber. The selling price does 

not consider the cost, it based on the market price. Farmers still sell the rubber to the collectors, when the price 

decrease. Cost calculation analysis is needed to find out how the actual costs incurred by farmers in an effort to 

produce rubber. So it is known how much is actually a decent price for farmers to sell rubber. During 2017, the 

selling price of rubber decreased, below the cost of production at the farmer. 
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1. LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah negara kedua penghasil 

karet terbesar di dunia setelah Thailand dan 

diurutan ketiga Malaysia. Namun seiring 

perkembangannya, produsen karet di dunia 

semakin bertambah sehingga menambah 

saingan pemasok karet dunia. Perkebunan karet 

merupakan unggulan di Kabupaten Balangan. 

Tercatat di tahun 2015 luas tanaman muda 

12.704 Ha, tanaman menghasilkan 23.953 Ha 

dan tanaman rusak 898 Ha, sedangkan produksi 

karet adalah 24.959 Ton, produksi tersebut 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 1,96%. Kecamatan dengan 

produksi karet terbesar adalah di Kecamatan 

Awayan dan Kecamatan Paringin (BPS, 2016). 

Secara spesifik, permasalahan 

pengembangan perkebunan karet di Kabupaten 

Balangan yaitu a) Keterbatasan areal lahan 

pengembangan dan tumpang tindih lahan, b) 

Banyaknya tanaman karet tua dan Peremajaan 

yang dilakukan oleh petani belum semuanya 

menggunakan klon baru dan terbaik c) 

Rendahnya komitmen terhadap upaya 

peningkatan mutu hasil, d) Lokasi kebun karet 

rakyat masih sulit terjangkau transportasi 

kendaraan bermotor sehingga menghambat 

pemasaran, e) SDM dalam pengelolaan 

agribisnis karet masih relatif rendah, f) Masih 

sulitnya petani dalam mengakses modal, g) 

Masih belum banyaknya tersedia pasar lelang 

karet h) Industri yang mengolah karet alam 

menjadi produk karet jadi masih sangat sedikit. 

(Wardhana, dkk, 2011). 

Sebagaimana diinformasikan oleh 

kompasiana, harga karet rendah disebabkan 

karena terlalu panjangnya mata rantai distribusi 

tataniaga karet. Di sinilah perlu peran 

Pemerintah Daerah, terutama Kepala Daerah. 

Apakah mereka bisa melakukan terobosan baru 

dalam memajukan daerahnya. Semua biaya 

operasional, pungutan resmi atau tidak, 

(banyaknya sumbangan yang diminta aparat 

kepada pengusaha karet sering dijadikan alasan 

untuk memainkan harga karet) yang 

dikeluarkan pedagang di semua tingkatan, pada 

akhirnya dibebankan kepada petani. 

Sementara itu untuk kualitas dan 

pengolahan bahan olahan karet sendiri beberapa 

kendala yang dihadapi oleh petani adalah: 1) 

Kadar air dibiarkan tinggi bahkan sering 

sengaja direndam dalam air, 2) Meluasnya 

penggunaan bahan pembeku lateks yang tidak 

direkomendasikan di kalangan petani antara 

lain pupuk TSP, tawas, gadung, perasan nanas, 

cuka para, 3) Terkontaminasi nya bahan olahan 

karet dengan tanah, lumpur, pasir, tatal, serat, 4) 

Jenis dan ukuran bahan olahan karet yang 
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beragam dari yang tipis hingga berbentuk 

bantal, dan 5) Lemahnya persatuan petani baik 

dalam usaha pengolahan maupun pemasaran. 

Ke semua hal tersebut merupakan faktor 

penghambat dalam upaya memperbaiki mutu 

bahan olahan karet. Sehingga menimbulkan 

dampak yaitu: 1) Membengkaknya biaya 

pengolahan/ pembersihan di pabrik, 2) 

Tambahan biaya ini, umumnya dibebankan 

kepada petani; lebih jauh berpotensi 

menurunkan daya saing produk di luar negeri, 

3) Meningkatnya limbah kotoran padat & cair 

berpotensi mengganggu lingkungan hidup, 4) 

Terganggunya mutu produk karet ekspor, 

berpotensi merusak citra perkaretan Indonesia 

serta mengganggu keberlanjutan kinerja ekspor 

karet ke luar negeri.  

Secara umum strategi untuk 

meningkatkan harga jual karet dan 

kesejahteraan petani/penyadap adalah dengan 

a) membuat regulasi/kebijakan inovatif 

misalnya mendirikan badan usaha milik daerah 

khusus karet, membuat kebijakan khusus karet, 

b) meningkatkan penggunaan karet alam untuk 

kepentingan industry, c) meningkatkan kualitas 

karet, d) peremajaan tanaman karet, e) 

memberikan bantuan/pinjaman lunak, f) 

membuat usaha sampingan untuk petani karet, 

g) membangun komitmen. 

Pengembangan agribisnis karet menjadi 

perlu dengan asumsi eksternal a) permintaan 

karet dunia semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya harga minyak, semakin mahal 

harga karet sintetis dan kesadaran kelestarian 

lingkungan semakin meningkat, b) produksi 

karet rakyat diperkirakan semakin meningkat 

sementara Indonesia salah satu produsen 

terbesar karet, c) selain produk lateks, kayu 

karet juga berpotensi untuk dikembangkan. 

Berdasarkan hal tersebut pengembangan 

produksi karet di Kabupaten Balangan 

direncanakan dengan a) konsistensi mengacu 

pada revitalisasi perkebunan b) karet diarahkan 

menjadi usaha agribisnis yang berbasis lateks 

dan kayu yang berdaya saing tinggi, c) 

perluasan areal namun harus tetap sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, 

d) peremajaan tanaman dengan klon baru, klon 

karet unggul dengan potensi produksi lateks 

lebih dari 3 ton per ha per tahun dan kayu karet 

yang nantinya dihasilkan 1 m3 pohon e) 

pencegahan alih fungsi lahan-lahan perkebunan 

karet ke non pertanian, f) membangun dan 

memperbaiki prasarana jalan yang membantu 

kelancaran transportasi, g) pengembangan 

sumberdaya manusia yang mampu mengelola 

dan meneruskan usaha pengembangan karet, h) 

perbaikan teknologi penyadapan dan 

pengolahan hasil i) akses permodalan melalui 

berbagai skim kredit termasuk pola syariah. 

Untuk ini perlu bantuan sertifikasi lahan petani 

secara masal untuk agunan j) pengembangan 

agribisnis hulu untuk perkebunan karet, k) 

pendirian pasar lelang karet di wilayah sentra, 

dan l) memfasilitasi kerjasama yang sinergi 

antara kelompok tani, pemerintah dan swasta 

(public private partnership) dalam pemasaran. 

Selama ini hasil karet dipasarkan kepada 

pengepul, yang kemudian memasok ke pabrik 

di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan 

Tabalong. Wacana pembangunan pabrik 

pengolahan karet sudah pernah diinisiasi dari 

tahun 2008, namun pada perjalanannya belum 

bisa diwujukan karena apabila Balangan 

memiliki pabrik karet, akan mengganggu 

supply bahan baku ke pabrik lain di sekitar 

Balangan, sehingga gabungan pengusaha karet 

belum bisa memberikan izin pembangunannya. 

Padahal manfaat didirikannya pabrik karet tidak 

lain adalah untuk menstabilkan harga jual karet 

dan memotivasi petani untuk menghasilkan 

bahan olahan karet yang bermutu. 

Mempertimbangkan prospek agribisnis 

karet, perlu dibentuknya suatu badan usaha 

khusus karet, dan peluang pembangunan pabrik 

pengolahan karet di Balangan, Pemerintah 

Kabupaten Balangan menjadikan rencana 

pendirian perusahaan daerah pengolahan karet 

sebagai salah satu solusi pemecahan 

permasalahan mutu, pengolahan dan pemasaran 

karet dan tidak lain dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan petani karet. 

Permasalahan yang juga muncul dalam 

lingkup petani rakyat mengenai penetapan 

harga pokok produksi karet yaitu mengenai 

laporan perhitungan tentang biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi dalam 

suatu periode. Untuk memperoleh informasi 

biaya produksi tersebut dibutuhkan pengolahan 

data sesuai teori serta prinsip akuntansi, 

sehingga dapat juga digunakan dalam 

penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) yang 

tepat. 

“Penentuan HPP menjadi hal yang sangat 

penting karena dapat menjadi hal yang 

menentukan pendapatan para pelaku usaha 

kerana berkaitan dengan laba yang akan 

diperoleh perusahaan. Komponen pembentukan 

laba adalah pendapatan yang diperoleh dari 

hasil penjualan produksi dan jasa yang 



Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Edisi Juli- Desember 2018 

Vol 7, No. 2, ISSN 2541-187X 

3 

 

dihasilkan. Sedangkan biaya adalah 

pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk 

memproduksi atau menghasilkan suatu barang 

dan jasa. Biaya tersebut disebut sebagai biaya 

harga pokok atau harga pokok produksi” 

(Mulyadi, 2000). 

Menurut (Hansen and Mowen, 2006), 

“Harga pokok produksi merupakan jumlah 

biaya barang yang diselesaikan selama periode 

berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke 

barang ang diselesaikan adalah biaya produksi 

dari bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead. 

Untuk menentukan besarnya biaya yang 

dikeluarkan harus tepat dan akurat sehingga 

biaya-biaya yang ada atau dikeluarkan dalam 

proses produksi akan menunjukkan harga 

pokok sesungguhnya. Penentuan harga pokok 

produksi merupakan hal yang sangat penting 

mengingat manfaat informasi harga pokok 

produksi adalah mengetahui berapa besarnya 

biaya berapa besarnya biaya yang dikorbankan 

dalam hubungannya dengan pengolahan bahan 

baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap 

untuk dijual dan dipakai. 

Penentuan harga pokok sangat penting 

dalam usaha perkebunan karet, karena 

memberikan perlindungan dalam perolehan 

harga jual karet produksi petani rakyat yang 

wajar sesuai dengan nilai yang diharapkan 

selama ini serta menghindari adanya persaingan 

tidak sehat diantara pabrik karet. 

Adapun tujuan penentuan harga pokok 

produksi yang lain (Akbar, 2011), diantaranya 

yakni : 

1. Sebagai dasar untuk menilai efisiensi 

perusahaan. 

2. Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan 

pimpinan perusahaan. 

3. Sebagai dasar penilaian bagi penyusun 

neraca yang menyangkut penilaian 

terhadap aktiva. 

4. Sebagai dasar untuk menetapkan harga 

penawaran atau harga jual terhadap 

konsumen. 

5. Menentukan nilai persediaan dalam neraca, 

yaitu harga pokok persediaan produk jadi. 

6. Untuk menghitung harga pokok produksi 

dalam laporan laba rugi perusahaan. 

7. Sebagai evaluasi hasil kerja. 

8. Pengawasan terhadap efisiensi biaya, 

terutama biaya produksi. 

9. Sebagai dasar pengambilan keputusan. 

10. Untuk tujuan perencanaan laba. 

Menurut Mulyadi (2005:14) “Biaya 

produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi 

untuk mengolah bahan baku menjadi produk 

jadi yang siap untuk dijual”. 

Tinggi rendahnya biaya produksi yang 

dikeluarkan tergantung pada sistem manajemen 

yaitu mengefisienkan segala biaya-biaya 

produksi yang dikeluarkan. Rendahnya biaya 

produksi adalah salah satu dari indicator 

terciptanya efisiensi dalam pengelolaan 

tanaman karet.  

Penelitian ini mencoba menguji 

penetapan harga karet di Balangan, harga yang 

ditetapkan oleh pedagang apakah akan terbukti 

melindungi petani karet rakyat. 

 

2. Rumusan Masalah 

a)  Bagaimana distribusi pemasaran karet 

yang dihasilkan oleh petani  

b) Komponen biaya apa saja yang termasuk 

dalam HPP Karet Rakyat? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini untuk 

memperoleh gambaran yang menyeluruh 

tentang pelaksanaan penerapan pedoman 

penetapan harga pokok produksi karet rakyat 

yang telah dilakukan dalam meningkatkan 

pendapatan kalangan petani rakyat. Secara 

khusus, tujuan penelitian adalah menganalisis :  

a) Distribusi pemasaran karet yang 

dihasilkan oleh petani  

b) Penentuan harga pokok produksi karet 

oleh petani 

 

4. Manfaat Penelitian 

1) Memberikan pengetahuan mengenai 

distribusi pemasaran karet yang 

dihasilkan oleh petani 

2) Dapat memberi tambahan informasi bagi 

para petani karet yang ingin memperoleh 

tambahan wawasan pengetahuan 

khususnya di bidang akuntansi biaya 

(penetapan harga pokok produksi). 

3) Memberikan pengetahuan bagi para 

petani karet mengenai penetapan harga 

pokok produksi secara baik dan benar. 

4) Memberikan saran perbaikan kepada para 

petani karet rakyat dalam penetapan HPP, 

sehingga dapat meyakinkan akan 

peningkatan kinerja dan dijadikan 

masukan dalam pengambilan keputusan 

bagi para petani karet. 
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5. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Biaya 

Pemahaman mengenai biaya penting 

sekali karena penerapan biaya yang tepat dapat 

digunakan untuk membantu proses 

perencanaan, pengendalian, dan pembuatan 

keputusan ekonomi. 

“Biaya dibagi atas dua yaitu biaya dalam 

arti luas dan biaya dalam arti sempit. Dalam arti 

luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi 

yang diukur dalam satuan uang yang telah 

terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, 

biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva.” (Mulyadi. 

2007). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa biaya sebagai suatu pengorbanan atas 

sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan 

sesuatu atau mencapai tujuan tertentu ertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa biaya sebagai 

suatu pengorbanan atas sumber-sumber 

ekonomi untuk mendapatkan sesuatu atau 

mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat pada 

saat ini atau pada masa yang akan datang 

(pendapatan). 

Penggolongan Biaya 

Menurut Mulyadi, 2007 : ada beberapa 

cara penggolongan biaya yang sering 

dilakukan, antara lain penggolongan biaya atas 

dasar fungsi pokok dalam perusahaan. Pada 

perusahaan manufaktur ada tiga fungsi pokok 

yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan 

fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu 

di dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. Biaya produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya 

yang terjadi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya 

ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya 

bahan baku tersebut yang diolah dalam 

proses produksi. Biaya tenaga kerja 

langsung adalah biaya tenaga kerja yang 

dapat diidentifikasikan secara langsung 

terhadap produk tertentu. Sedangkan biaya 

overhead pabrik adalah biaya produksi 

selain biaya bahan baku dan biaya tenaga 

kerja langsung. 

2. Biaya Pemasaran 

Biaya Pemasaran merupakan biaya-biaya 

yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk, contohnya adalah biaya 

iklan, biaya promosi, biaya perjalanan 

dinas, biaya gaji manajer pemasaran dan 

lain-lain. 

3. Biaya Administrasi dan Umum 

Merupakan biaya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan produksi dan 

kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya 

ini adalah biaya telepon, biaya peralatan 

kantor dan lain-lainnya.  

Harga Pokok Produksi 

Harga pokok produksi atau products cost 

merupakan elemen penting untuk menilai 

keberhasilan (performance) dari perusahaan 

dagang maupun manufaktur. Unsur-unsur harga 

pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik. 

Menurut (Hansen and Mowen, 2006) : “ 

Harga pokok produksi merupakan jumlah biaya 

barang yang diselesaikan selama periode 

berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke 

barang yang diselesaikan adalah biaya produksi 

dari bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead”. 

Manfaat informasi harga pokok produksi 

menurut (Mulyadi, 2007) : 1. Menentukan 

harga jual produk, 2. Memantau realisasi biaya 

produksi, 3. Menghitung laba rugi periodik, 

Menentukan harga pokok perseiaan produk jadi 

dan produk dalam proses yang disajikan dalam 

neraca.  

Metode Penentuan Harga Pokok  

Menurut Mulyadi (2007:18) metode 

penentuan harga pokok produk adalah 

menghitung semua unsur biaya kerja dalam 

harga pokok produksi. Ada dua jenis metode 

dalam membebankan biaya ke produk. Kedua 

jenis tersebut adalah : 

1. Metode penentuan harga pokok pesanan 

(job order costing) 

2. Metode penentuan harga pokok proses. 

Ketidaktepatan dalam perhitungan harga 

pokok produksi membawa dampak yang 

merugikan bagi perusahaan, karena harga 

pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk 

menetapkan harga jual dan laba, sebagai alat 

untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses 

produksi serta sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan bagi manajemen perusahaan. Oleh 

karena itu, muncul metode baru dalam 

perhitungan harga pokok produksi, yaitu : 

1. Metode Activity Based Costing (ABC) 

System 

Activity Based Costing (ABC) System 

merupakan metode perbaikan dari sistem 

tradisional. Activity Based Costing (ABC) 
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System ini merupakan metode perhitungan 

biaya yang dapat memberikan alokasi biaya 

overhead pabrik yang lebih akurat dan 

relevan. Pada metode ini, seluruh biaya 

tidak langsung dikelompokkan sesuai 

dengan aktivitas biaya masing-masing, 

kemudian masing-masing kelompok biaya 

(cost pool) tersebut dihubungkan dengan 

masing-masing aktivitas dan dialokasikan 

berdasar aktivitasnya masing-masing. 

Dasar alokasi yang digunakan adalah 

jumlah aktivitas dalam setiap cost pool 

tersebut. 

2. Metode Full Costing  

Full Costing merupakan metode penentuan 

harga pokok produksi yang menghitung 

semua unsur biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik yang berperilaku variabel maupun 

tetap.  

3. Metode Variable Costing  

Variable Costing merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi yang 

hanya menghitung biaya produksi yang 

berperilaku variabel ke dalam harga pokok 

produksi yang terdiri dari biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik variabel. 

Metode full costing maupun variable 

costing merupakan metode penentuan harga 

pokok produksi. Menurut (Subagyo, 2006) 

perbedaan  metode tersebut adalah terletak pada 

perlakuan terhadap biaya produksi yang 

berperilaku tetap. Dalam full costing biaya 

overhead pabrik baik yang berperilaku tetap 

maupun variabel dibebankan kepada produk 

atas dasar biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. Sedangkan dalam metode 

variable costing, biaya overhead pabrik yang 

dibebankan kepada produk hanya biaya yang 

berperilaku saja. 

 

6. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Pengertian metode 

deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah 

metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk membuat suatu 

kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena 

yang diteliti. 

Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya 

Pemerintah Kabupaten Balangan. Penentuan 

obyek penelitian ini menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan dari peneliti itu 

sendiri, dalam rangka memperoleh ketepatan 

dan kecukupan informasi yang dibutuhkan 

sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji. 

Penentuan obyek penelitian berdasarkan tujuan, 

adalah “memilih kasus yang kaya informasi 

untuk diteliti secara mendalam” (McMillan dan 

Schumacher, 2001:169). Hal ini dapat dipahami 

karena kekuatan dari penelitian kualitatif 

terletak pada kekayaan informasi yang dimiliki 

responden, dari kasus yang diteliti, dan 

kemampuan analitis peneliti. Sehingga 

penentuan sampel dalam penelitian kualitatif 

disesuaikan dengan tujuan penelitian, masalah 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan 

keberadaan kasus yang kaya akan informasi 

(atau oleh kecukupan informasi yang 

diperoleh). Dalam penelitian ini, yang menjadi 

objek penelitian adalah petani karet . Dalam 

penelitian ini, yang menjadi objek penelitian 

adalah petani karet yang ada di Kabupaten 

Balangan.  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan ddalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif. Jenis data 

kuantitatif yang digunakan adalah data yang 

dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan 

menggunakan jarak yang sama berupa angka-

angka. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono 

(2010:137) “mendefinisikan data sekunder 

sebagai sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. 

Data sekunder antara lain disajikan dalam 

bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, 

atau mengenai topik penelitian yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ilmiah ini menggunakan 2 (dua) metode 

pengumpulan data, yaitu metode dokumentasi 

dan wawancara. 

Menurut (Suharsimi, 1998) metode 

dokumentasi merupakan suatu cara untuk 

memperoleh data atau informasi mengenai 

berbagai hal yang ada kaitannya dengan 
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penelitian dengan jalan melihat kembali 

laporan-laporan tertulis, baik berupa angka 

maupun keterangan seperti: catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya. 

Sedangkan metode wawancara atau 

sering dikenal dengan istilah interview adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh data tentang 

variabel, perhatian, sikap terhadap sesuatu 

(Suharsimi, 1996).  

Metode pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini terdiri dari: (1) 

Penelitian kepustakaan / dokumentasi (library 

research) dan (2) Penelitian Lapangan (field 

research), melalui observasi dan wawancara 

(pengamatan). 

Teknik Analisis Data 

Data penelitian yang dikumpulkan 

kemudian akan dianalisis. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengembangkan berbagai ukuran yang relevan 

dengan metode/teknik analisis data, dengan 

cara : 

1. Menganalisis harga karet rakyat yang 

terjadi. 

2. Menganalisis harga karet yang dihitung 

berdasarkan teori akuntansi biaya. 

Teknik analisis dalam hal penentuan 

komponen harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode full costing. Full 

Costing merupakan metode penentuan 

harga pokok produksi yang menghitung 

semua unsur biaa bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead baik 

yang berperilaku variabel maupun tetap. 

Harga pokok produksi menurut metode full 

costing terdiri dari unsur-unsur biaya 

produksi sebagai berikut : 

Persediaan Awal   xxx 

By. Bahan Baku   xxx 

By. Tenaga Kerja langsung  xxx 

By. overhead pabrik variabel xxx 

By. overhead pabrik tetap  xxx + 

Total Biaya Produksi  xxx 

Persediaan Akhir   (xxx) 

Harga Pokok Produksi  xxx 

3. Harga pokok produksi yang dihitung 

dengan pendekatan full costing terdiri dari 

unsur biaya produksi (biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, biaya 

overhead pabrik tetap) ditambah dengan 

biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya 

administrasi dan umum). 

4. Mereviu hasil analisis perbandingan antara 

kedua perhitungan harga karet 

5. Menginterpretasikan hasil analisis untuk 

dibuatkan kesimpulan. 

Definisi Operasional 

Definisi harga pokok prouksi secara 

umum adalah jumlah biaya barang yang 

diselesaikan selama periode berjalan. Biaya 

yang hanya dibebankan ke barang yang 

diselesaikan adalah biaya produksi dari bahan 

baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead. Adapun pengertian biaya adalah 

harga perolehan yang dikorbankan atau 

digunakan dalam rangka memperoleh 

penghasilan atau revenue yang akan dipakai 

sebagai pengurang penghasilan. 

 

7. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Geografis Kabupaten Balangan 

Kabupaten Balangan sebagian besar 

merupakan daerah dataran dengan ketinggian 

antara 25-100 meter diatas permukaan laut. 

Wilayah Kabupaten Balangan bagian utara 

berbatasan dengan Kabupaten Tabalong 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten 

Paser Provinsi Kalimantan Timur, bagian timur 

berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru 

Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten 

Paser Provinsi Kalimantan Timur, bagian 

selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan 

bagian barat berbatasan dengan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara. 

Luas Wilayah Kabupaten Balangan 

Kabupaten Balangan memiliki wilayah 

seluas 1.878,30 km2 terbagi menjadi 8 

kecamatan dengan 157 desa. Lebih jelasnya 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Balangan Tahun 2016 

No Kecamatan 
Luas 

(Km2) 
% 

1 
Lampihong  96,96 5,16 

2 Batu Mandi  147,96 7,88 

3 Awayan  142,57 7,59 

4 Tebing Tinggi  257,25 13,70 

5 Paringin  100,04 5,53 

6 Paringin Selatan  86,80 4,62 

7 Juai  368,88 20,59 

8 Halong  659,84 35,13 

 Balangan  1.878,30 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Balangan (2016) 
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Penduduk Kabupaten Balangan 

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan 

hasil proyeksi penduduk tahun 2016 adalah 

125.534 jiwa yang terdiri dari 63 219 laki-laki 

dan 62 315 perempuan. Dengan luas wilayah 

1.878,30 km2, Balangan memiliki rata-rata 

kepadatan penduduk 66 orang per kilometer 

persegi. Dua kecamatan terpadat di Kabupaten 

Balangan antara lain Kecamatan Paringin dan 

Lampihong dengan kepadatan penduduk 

masing-masing 185 dan 176 orang per km2. 

Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat 

di Kecamatan Tebing Tinggi, Halong, dan Juai 

dimana tingkat kepadatannya lebih rendah 

daripada angka kepadatan rata-rata Kabupaten 

Balangan.  

Kondisi Perekonomian Kabupaten 

Balangan 

Pengeluaran penduduk dicatat dalam 

segala aspek, dari konsumsi makanan, non-

makanan, dan aneka transaksi keuangan. 

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten 

Balangan di tahun 2015 paling besar di 

kelompok Rp 500.000,- hingga Rp750.000,- 

perbulan dengan persentase sebanyak 35,20% 

dari total penduduk Balangan. Walaupun masih 

tercatat ada 1,84% penduduk yang pengeluaran 

per kapitanya di bawah angka Rp300.000,- per 

bulannya. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk melihat tingkat perkembangan 

perekonomian suatu daerah adalah data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB 

disini menggunakan pendekatan produksi yaitu 

nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam 

satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu 

tahun).  

Struktur ekonomi suatu daerah diukur 

dari peran masing-masing sektor/lapangan 

usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai 

tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi 

akan membuat peran sektor tersebut semakin 

penting. Struktur ekonomi suatu daerah 

menjadi indikator penentu apakah daerah 

tersebut didominasi oleh sektor primer, 

sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah 

sektor yang masih banyak mengandalkan peran 

sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu 

sektor pertanian dan sektor pertambangan dan 

penggalian. 

Struktur ekonomi Kabupaten Balangan 

masih dikuasai oleh kategori lapangan usaha 

primer yakni kategori pertanian dan kategori 

pertambangan dan penggalian. Pada tahun 

2015, kategori ini mampu memberikan 

kontribusi sampai dengan 76,78%, dimana 

andil terbesar didominasi oleh kategori 

pertambangan dan penggalian sebesar 65,30%. 

Kontribusi terkecil diberikan oleh kategori 

pengadaan listrik dan gas dimana hanya mampu 

menyumbangkan 0,02% terhadap total PDRB 

(dengan minyak bumi dan pertambangan batu 

bara) atas dasar harga berlaku. 

PDRB menurut lapangan usaha 

mengalami perubahan klasifikasi dari 9 

lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. 

PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut 

total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi 

yang mencakup lapangan usaha (1) Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan 

dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) 

Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air; 

(6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) 

Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi 

dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan 

Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; 

(14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa 

Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial; dan (17) Jasa lainnya.  

 

Dilihat dari lapangan usaha, Kabupaten 

Balangan masih didominasi oleh tiga sektor 

utama, yaitu (1) pertambangan dan penggalian, 

(2) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (3) 

perdagangan besar dan eceran, dan reparasi 
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mobil dan sepeda motor. Tahun 2016 

menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian terhadap PDRB 

sebesar 62,11% (turun dibandingkan dengan 

tahun 2015 dan 2014), pertanian, kehutanan dan 

perikanan sebesar 12,36% (naik dibandingkan 

tahun 2015 dan 2014), dan perdagangan Besar 

dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor sebesar 5,18% (naik dibandingkan tahun 

2015 dan 2014). 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Balangan mengalami 

pertumbuhan yang cenderung melambat selama 

tahun 2011-2015. Laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Balangan tahun 2011 sampai 2015 

ditunjukkan dalam tabel berikut: 

 

 
 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan 

cenderung melambat di tahun 2012 yaitu 

sebesar 6,69% dan tahun 2014 sebesar 6,01% 

hingga tahun 2015 sebesar 3,12%. Hal ini 

dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto 

pada kategori lapangan usaha yang cukup 

dominan di Balangan, yakni kategori 

pertambangan dan penggalian. Subkategori 

pertambangan batu bara sangat berperan dalam 

kategori lapangan usaha pertambangan dan 

penggalian. Kontibusi subkategori 

pertambangan yang besar sangat 

mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Balangan.  

Perkebunan Karet di Kabupaten Balangan  
Luas tanaman dan produksi karet di 

Kabupaten Balangan tahun 2012-2015 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Berdasarkan data dalam tabel tersebut 

atas diketahui bahwa Awayan dan kecamatan 

Batu Mandi memiliki luas tanaman tertinggi di 

antara kecamatan lainya di kabupaten 

Balangan. Kemudian secara keseluruhan luas 

tanaman karet pada tahun 2015 tercata seluas 

37.544 Ha. 

Dilihat pada aspek produksi perkebunan 

karet di Kabupaten Balangan mengalami 

penurunan yaitu 26.836 ton tahun 2012 dan 

pada tahun 2015 produksinya menjadi 24.959 

ton. 

Banyak pihak yang terlibat dalam jalur 

tata niaga karet alam, mulai petani, tengkulak, 

KUD, rumah asap, pabrik pengolahan milik 

swasta, perusahaan pengangkutan, asosiasi 

pemasaran, kantor pemasaran, tempat 

lelang/buesa karet, eksportir, importir dan lain-

lain. Panjangnya rantai pemasaran ini 

menyebabkan banyak pihak yang berperan. 

Permasalahan tata niaga karet alam lebih terasa 

pada perkebunana rakyat karena para petani 

karet mempunyai posisi yang kurang 

menguntungkan dalam transaksi yang 

dilakukan di sentra-sentra produksi karet 

rakyat.   

Pengembangana agribisnis karet menjadi 

perlu dengan asumsi eksternal a) permintaan 

karet dunia semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya harga minyak, semakin mahal 

harga karet sintetis dan kesadaran kelestarian 

lingkungan semakin meningkat, b) produksi 

karet rakyat diperkirakan semakin meningkat 

sementara Indonesia salah satu produsen 

terbesar karet, c) selain produksi lateks, kayu 

karet juga berpotensi untuk dikembangkan. 

Identifikasi saluran pemasaran  

Kelembagaan tradisional dalam sistem 

pemasaran bokar merupakan kelembagaan 

yang telah lama berkembang di sentra-sentra 
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produksi karet rakyat. Kelembagaan ini 

berkembang seiring dengan berkembangnya 

perkebunan karet rakyat. Pedagang perantara 

memegang peranan yang sangat dominan dalam 

kelembagaan ini. Pusat-pusat produksi karet 

rakyat yang lokasinya sampai ke pelosok 

perdesaan terpencil dihubungkan oleh 

pedagang perantara ini dengan pusat-pusat 

pengolahan (pabrik pengolahan) yang berada di 

sekitar Kabupaten Balangan. Antara pusat 

pengolahan dan sentra produksi bokar yang 

terpencil terbentuk suatu hierarki pedagang dari 

pedagang kecil yang dapat menjangkau sampai 

ke perkebunan, selanjutnya pedagang kecil 

menjual ke pedagang besar yang ada di 

kecamatan, dan kabupaten, dan akhirnya 

sampai di pabrik pengolahan. 

Dalam sistem pemasaran bokar, awalnya 

hanya dikenal kelembagaan ini sehingga 100% 

bokar yang diproduksi petani dapat dikatakan 

ditransaksikan melalui kelembagaan ini. 

Kelembagaan tata niaga lain baru muncul 

setelah adanya proyek-proyek pengembangan 

karet rakyat yang dikenal dengan Gabungan 

Kelompok Tani Karet. Hingga saat ini 

kelembagaan tradisional masih memiliki peran 

yang dominan dalam tata niaga bokar di 

Kabupaten Balangan. Kelembagaan tradisional 

dalam tata niaga bokar telah banyak mengalami 

pergeseran, baik dalam hal hubungan antara 

pedagang dan petani maupun praktik-praktik 

transaksinya. Pada lokasi yang relatif terpencil 

dengan sarana komunikasi dan transportasi 

yang masih terbatas, biasanya hanya ada satu 

atau dua pedagang bokar yang melakukan 

transaksi. Pedagang ini pada umumnya juga 

memiliki usaha lain, seperti penyediaan bahan 

pokok sehingga secara umum memiliki 

kemampuan ekonomi yang lebih dibandingkan 

dengan masyarakat desa pada umumnya. 

Dengan demikian, hubungan antara 

pedagang dan petani tidak terbatas pada 

transaksi bokar, tetapi juga menyangkut 

kebutuhan pokok dan pinjaman uang pada saat 

petani membutuhkan. Pada hakekatnya 

transaksi yang terjadi secara simultan ini adalah 

upaya memperkecil biaya transaksi dan 

sekaligus memperkecil risiko bagi kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi. 

Sifat produksi karet yang sangat 

dipengaruhi oleh keadaan iklim menyebabkan 

pada saat tertentu petani sama sekali tidak bisa 

menyadap sehingga tidak memperoleh 

pendapatan. Dalam keadaan demikian maka 

petani akan menggantungkan kebutuhan 

hidupnya kepada pedagang bokar, baik dalam 

bentuk kebutuhan pokok maupun pinjaman 

uang. Sebagai imbalan atas bantuan tersebut, 

petani akan menjual seluruh bokar yang 

dihasilkan kepada pedagang sehingga terbentuk 

suatu ikatan secara informal yang saling 

menguntungkan antara kedua belah pihak 

dalam bentuk hubungan prinsipal-agen. 

Selalu ada anggapan bahwa harga yang 

ditetapkan pedagang sangat rendah sehingga 

petani dirugikan. Namun, pedagang sebagai 

agen juga menanggung risiko, misalnya berupa 

kemungkinan tidak kembalinya pinjaman yang 

diberikan kepada petani walaupun 

persentasenya kecil. Di pihak lain, petani 

sebagai prinsipal tampaknya tidak semata-mata 

memandang pada harga bokar yang akan 

diterima, tetapi pada kemudahan prosedur 

mendapatkan bantuan di saat memerlukan serta 

faktor keamanan keberlangsungan 

kehidupannya sehingga pada kondisi demikian 

kedua belah pihak merasa memperoleh manfaat 

dari bentuk hubungan tersebut. 

Sehingga diketahui bahwa karet yang 

dihasilkan petani dijual ke pengepul. Pengepul 

terdiri dari pengepul kecil, pengepul menengah 

dan pengepul besar. Dari pengepul besar karet 

kemudian dijual ke pabrik. Rantai yang 

bertingkat ini merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan harga jual karet ditingkat petani  

menjadi semakin murah, di samping faktor lain 

misalnya kualitas karet yang dijual.  

Komponen Biaya  

Petani tidak melakukan identifikasi, 

dokumentasi maupun pencatatan biaya dan 

akuntansi secara khusus, sehingga tidak 

diperoleh catatan ataupun pembukuan tentang 

akuntansi mengenai karet, namun petani secara 

praktis memang sudah hafal mengenai 

komponen-komponen biaya yang mereka 

keluarkan. Berdasarkan hasil wawancara, maka 

dilakukan identifikasi biaya-biaya yang 

dibutuhkan petani dalam mengelola kebun karet 

sampai mereka menyadap dan menjual karet ke 

pedagang pengumpul. 

Biaya Pokok 

Dalam perkebunan karet, terdapat biaya 

pokok dan biaya operasional. Biaya pokok 

adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum 

tanaman karet menghasilkan. Biaya-biaya 

tersebut seperti biaya pembelian tanah dan 

biaya pembukaan hutan, biaya penanaman, 

biaya pemeliharaan serta biaya lainnya. 

Sebelum tanaman karet ditanam hingga 

berproduksi diperlukan biaya-biaya, 
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diantaranya adalah biaya pembukaan hutan, 

biaya penanaman, biaya pemeliharaan sebelum 

menghasilkan, dan biaya lain. Biaya itu disebut 

sebagai biaya pokok. Sedangkan biaya 

operasional adalah biaya sadap, biaya 

perawatan, biaya pemrosesan dan biaya 

pengelolaan. 

Biaya Operasional 

Biaya operasional adalah biaya yang 

dikeluarkan pada saat karet mulai 

menghasilkan, seperti biaya sadap, biaya 

perawatan, biaya pemrosesan, dan biaya 

pengolahan. Dalam perhitungan biaya 

disertakan pula biaya tenaga kerja, sarana dan 

prasarana, termasuk didalamnya biaya investasi 

modal 

Harga Pokok Produksi 

Secara konseptual, dalam perhitungan 

harga pokok produksi, biaya yang dikeluarkan 

terdiri dari :  

1. Biaya bahan baku (raw materials cost),  

Biaya bahan baku (raw materials cost) 

adalah biaya yang digunakan untuk bahan-

bahan yang bisa dengan mudah dan 

langsung diidentifikasikan dengan barang 

jadi. Contoh bahan baku adalah biaya bibit 

karet. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor 

Cost) 

Definisi Biaya tenaga kerja langsung adalah 

biaya untuk tenaga kerja yang secara 

langsung menangani proses produksi atau 

bisa dihubungakan langsung dengan barang 

jadi. Contoh tenaga kerja langsung adalah 

upah sadap karet. 

3. Biaya Overhead Pabrik (Overhead Cost) 

Pengertian Biaya overhead pabrik adalah 

biaya pabrik selain daripada bahan baku dan 

tenaga kerja langsung. Jadi biaya ini tidak 

dapat diidentifikasikan langsung dengan 

barang yang dihasilkan. Contoh Biaya 

overhead pabrik adalah: 

1. Bahan pembantu, sering juga disebut 

dengan bahan tidak langsung (indirect 

materials). Contohnya: pisau sadap, 

mangkuk penampungan karet. 

2. Tenaga kerja tidak langsung (indirect 

labor), adalah tenaga kerja yang tidak 

dapat diidentifikasikan langsung dengan 

barang yang dihasilkan dengan tugas 

atau pekerjaannya. Contohnya upah 

pengawas/mandor. 

Perhitungan biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh petani karet disajikan sebagai 

berikut: 

 

Berdasarkan harga pokok produksi karet 

yang sudah diperoleh, dapat ditentukan harga 

jual yang layak dengan margin keuntungan 

yang diharapkan oleh petani. Berikut ini 

merupakan skenario harga jual yang bisa 

menjadi panduan bagi petani dalam menjual 

hasil karetnya. 

 

 

Berikut ini merupakan perkembangan 

harga karet selama tahun 2017 dari bulan 

januari sampai dengan bulan agustus. 

 

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui 

bahwa harga penjualan karet mengalami 

penurunan dari awal tahun sampai dengan 

bulan agustus 2017. Bahkan ada desa yang 

menjual karetnya pada harga terendah yaitu 

Rp.5.300,- / kg. Sementara hasil perhitungan 

harga pokok produksi menunjukkan biaya 

produksi karet petani sebesar Rp.7.667,94 / kg. 
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Jadi harga jual petani ada yang masih berada 

dibawah dari harga pokoknya. Tentu saja ini 

merugikan petani karet. Dari tabel diketahui 

bahwa harga jual masih lebih besar dari harga 

pokok pada 3 (tiga) bulan pertama, kemudian 

bergerak turun sampai dengan bulan Agustus. 

Penurunan harga karet merupakan masalah 

yang harus mendapat perhatian khusus, 

terutama pemerintah daerah. Dibutuhkan solusi 

bersama dalam upaya mempertahankan 

kestabilan harga jual karet rakyat agar berada 

pada level di atas harga pokoknya. 

Pemerintah daerah diharapkan 

memberikan perhatian kepada sektor usaha 

perkebunan karet dengan lebih menitikberatkan 

kepada kepentingan petani karet. Berdasarkan 

data dan pembahasan, petani karet akan 

mengalami kerugian jika harga terus 

mengalami penurunan. Jika petani menjual di 

bawah harga pokoknya, maka akan mengurangi 

kesejahteraan petani. Kondisi ekonomis petani 

di lapangan, petani sering menghadapi 

kesulitan keuangan dan sering meminjam uang 

kepada pengumpul dan karena hubungan 

semacam ini, petani memiliki ikatan emosional 

yang membuat mereka sudah semestinya 

menjual kepada pengumpul tersebut walaupun 

harga murah pada saat itu. Solusi yang bisa 

ditawarkan adalah dengan mendirikan koperasi. 

Sehingga petani jika mengalami kesulitan 

keuangan, bisa meminjam ke koperasi.    

Jalur distribusi karet yang bertingkat juga 

mempengaruhi pergerakan harga karet. Dari 

petani menjual ke pengumpul kecil, lalu dari 

pengumpul kecil ke pengumpul besar dan 

kemudian di jual ke pabrik. 

Gambar 2. Rantai Penjualan Karet 

 

Rantai yang bertingkat ini juga memiliki 

pengaruh dalam perubahan harga karet, jika 

pabrik sudah mematok harga karet dalam 

membeli dengan dasar harga karet di pasar 

dunia, maka otomatis pengumpul akan 

mematok harga juga ke petani dengan margin 

keuntungan tertentu. Semakin panjang 

rantainya akan membuat hulunya menjadi 

semakin murah. Jika memang memungkinkan 

dan layak, bisa dipertimbangkan didirikan 

sebuah perusahaan daerah yang membeli karet 

dari petani di wilayah Kabupaten Balangan. 

8. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-

bab sebelumnya, dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Petani karet tidak melakukan pencatatan 

maupun pembukuan secara akuntansi, 

karena mereka tidak memiliki pemahaman 

dalam pencatatan akuntansi serta lebih fokus 

kepada melakukan pekerjaan sehari-hari 

mengelola kebun karet. 

2. Petani menjual karetnya mengikuti harga 

yang ada dipasaran. Jika harga karet murah, 

petani tetap akan menjualnya, petani tidak 

bisa menahan barang untuk menunggu 

kenaikan harga karena jika menahan lebih 

lama karet akan menjadi susut dan juga 

berampak merugikan petani. 

3. Perhitungan harga pokok produksi petani 

dalam mengelola kebun dan menghasilkan 

karet adalah Rp.7.667,94/kg. Perkembangan 

harga mengalami penurunan pada tahun 

2017 dari harga tertinggi sebesar Rp. 

13.450,00/kg, menurun bahkan sampai 

harga terendah Rp 5.300,00/kg. 

 

9. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

simpulan dari penelitian ini, dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi petani karet, disarankan agar 

meningkatkan kualitas karet yang 

diproduksi, misalnya dimulai dengan 

memilih bibit yang unggul, mengolah karet 

dengan prosedur yang disarankan contohnya 

menggunakan pembeku deorub dalam 

membekukan karet, tidak menggunakan 

pupuk. 

2. Dibutuhkan perhatian dari pemerintah agar 

mencari solusi terkait harga karet. Supaya 

petani tidak dirugikan dalam menjual karet 

di bawah biaya yang mereka keluarkan. 

3. Saran kepada Pemerintah Daerah yaitu 

dengan memberikan fasilitasi berupa 

pendirian koperasi khusus petani karet. Dari 

koperasi yang dibentuk, petani bisa 

bermanfaat bagi petani, misalnya petani bisa 

memperoleh pinjaman lunak kepada 

koperasi. Bahkan, jika memang 

memungkinkan, bisa dipertimbangkan untuk 

mendirikan perusahaan daerah yang 

menerima/membeli karet yang diproduksi 

oleh petani. 
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